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ABSTRAK 

 

ANALISIS FISCAL ILLUSION PADA KINERJA KEUANGAN DAERAH 

PEMERINTAH PROVINSI DI WILAYAH SUMATERA BAGIAN 

SELATAN TAHUN 2010-2020 

 

Oleh: 

 

Putri Alisia Renada; Didik Susetyo; Feny Marissa 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan 

daerah dan fenomena fiscal illusion dalam pemerintah provinsi di Wilayah 

Sumatera Bagian Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data 

sekunder dari tahun 2010-2020. Metode analisis kinerja keuangan daerah diukur 

menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal 

dan rasio ketergantungan keuangan daerah, sedangkan analisis deteksi ilusi fiskal 

dihitung dengan pendekatan pendapatan (Revenue Enhancement) dengan 

menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja 

keuangan daerah menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah memiliki nilai 

sebesar 75 persen yang terkategori tinggi dan memiliki pola hubungan delegatif, 

rasio derajat desentralisasi fiskal memiliki nilai sebesar 38 persen yang terkategori 

sedang, dan rasio ketergantungan keuangan daerah memiliki nilai sebesar 53 persen 

yang terkategori sangat baik. Variabel PDRB, DBH dan DAU berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan retribusi daerah berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah, dan terdapat ilusi fiskal di 

Wilayah Sumatera Bagian Selatan. 

 

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Deteksi Ilusi Fiskal 
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ABSTRACT 

 

FISCAL ILLUSION ANALYSIS OF REGIONAL FINANCIAL 

PERFORMANCE OF PROVINCIAL GOVERNMENTS IN THE 

SOUTHERN SUMATERA REGION 2010-2020 

 

By: 

 

Putri Alisia Renada; Didik Susetyo; Feny Marissa 

 

The purpose of this research is determine and analyze regional financial 

performance and the phenomenon of fiscal illusion in the provincial government in 

the Southern Sumatera Region. The data used in this research is secondary data 

from 2010-2020. The regional financial performance analysis method by 

measuring the regional financial independence ratio, fiscal decentralization degree 

ratio, regional financial dependency ratio, while the analysis of fiscal illusion 

detection by measuring revenue enhancement using panel data regression. The 

results of this research indicate that the regional financial performance using the 

regional financial independence ratio has a value of 75 percent, which is 

categorized as high and has a delegative relationship pattern, fiscal 

decentralization degree ratio has a value of 38 percent, which is categorized as 

medium, and the regional financial dependency ratio has a value of 53 percent, 

which is categorized as very good. The variables gross regional domestic product, 

revenue sharing fund and general allocation fund have a positive and significant 

effect on local expenditure, while retributions have a negative and insignificant 

effect on local expenditure, and there is a fiscal illusion in the Southern Sumatera 

Region. 

Keyword: Regional Financial Performance, Fiscal Illusion 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Kemampuan suatu daerah untuk menjalankan otonomi daerah dapat ditinjau dengan 

melihat kinerja keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam menilai 

sebuah kinerja dapat dikatakan seperti indikator keuangan ataupun non keuangan 

dari sebuah pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan suatu organisasi. 

Penilaian kinerja ini dilakukan pemerintah daerah melalui pengawasan 

terhadap aspek hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, 

keterkaitan keanekaragaman daerah dan potensi suatu daerah serta adanya 

tantangan persaingan dunia dan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (Kolinug et al. 2019). 

Hal ini dilakukan untuk memberikan kekuasaan maksimal kepada pemerintah 

daerah dan erat kaitannya dengan pemberian kewajiban dan hak dalam pelaksanaan 

otonomi daerah dalam rangka penyatuan sistem pemerintahan suatu negara 

(Kolinug et al. 2019). Otonomi ialah hak, kekuasaan, dan kewajiban daerah dalam 

mengatur dan mengelola daerahnya sesuai peraturan perundang-undangan. 

Indonesia selama ini telah menerapkan otonomi daerah yang merupakan wujud dari 

pelaksanaan desentralisasi (Dude et al. 2014). 

Otonomi daerah atau desentralisasi yakni hak, kekuasaan, dan kewajiban suatu 

daerah dalam mengatur dan menguasai segala kegiatan pemerintahan dan 

kebutuhan masyarakatnya yang sesuai menurut undang-undang, yang melalui 



 

2 
 

pengaturan, pengalokasian, dan penggunaan sumber daya nasional, partisipasi 

masyarakat, perbandingan keuangan daerah dan pusat yang seimbang dan 

demokratis, mengawasi potensi dan keragaman lokal, serta pemerataan keadilan. 

Adapun tujuan pelaksanaan otonomi daerah yakni untuk menumbuhkan 

kesejahteraan rakyat, kesetaraan dan keadilan sosial (Pradnyana & Erawati, 2016).  

Desentralisasi didefinisikan dalam tiga perspektif. Pertama, dimaknai seperti 

penyerahan langsung tanggung jawab pusat kepada daerah, yang diartikan seperti 

penyerahan daerah sebagai praktisi dan menentukan administratif dengan 

pengarahan dari pusat. Kedua, yakni seperti delegasi yang menangani keadaan di 

mana daerah bekerja untuk pemerintah pusat. Ketiga, sebagai desentralisasi, 

penyerahan kekuasaan guna menentukan sesuatu di daerah (Simarmata, 2018). 

Melalui otonomi, daerah diharapkan dapat berdaya saing dengan tetap 

menjunjung tinggi prinsip demokrasi, kesetaraan, keadilan, kelebihan dan 

keunikan, serta potensi lokal. Akibatnya, pemerintah berperan sangat penting dalam 

penyediaan layanan publik untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Maka 

dari itu diperlukan sistem pengamatan, penilaian, dan pengukuran kinerja yang 

digunakan dalam mengukur perkembangan pemerintah daerah. 

Kinerja keuangan ialah ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. 

Pengukuran kinerja ialah metode yang dipakai untuk mengevaluasi dan mencatat 

pencapaian pelaksanaan kegiatan menurut sasaran, strategi dan tujuan untuk 

mengetahui perkembangan organisasi dan untuk menentukan kualitas dalam 

menetapkan dan akuntabilitas yang dapat ditingkatkan (Mahsun, 2012). 
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Pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai media monitoring dan penilaian 

suatu organisasi. Adanya respons yang diberikan oleh pengukuran kinerja, maka 

adanya upaya perbaikan terus-menerus yang dilakukan untuk memenuhi tujuan di 

masa depan (Bastian, 2006). Dalam mengelola keuangan daerah, perlu 

menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah salah satunya yaitu dengan 

menganalisis keuangan terhadap APBD yang telah ditentukan dan dilakukan 

(Surastowo, 2019). 

APBD ialah singkatan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yakni 

agenda kerja pemerintah daerah yang berisikan seluruh anggaran pengeluaran dan 

pendapatan pemerintah daerah untuk menggapai pembangunan baik provinsi, kota 

dan kabupaten yang dinyatakan dalam satuan mata uang dalam waktu satu tahun 

yang disetujui DPRD. Hal itu menjadi hukum dalam aturan yang disebut peraturan 

daerah dan pada dasarnya APBD sesuai dengan tugas dan tujuan APBN, hanya 

ruang lingkupnya saja yang berbeda (Machmud et al. 2014). 

Sebagai pembanding dari unsur laporan pelaksanaan anggaran maka kinerja 

keuangan dapat diukur menggunakan indikator rasio keuangan. Indikator keuangan 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio 

derajat desentralisasi fiskal, dan rasio ketergantungan keuangan daerah. Keuangan 

daerah terus didukung oleh pemerintah pusat dengan memberi bantuan berupa dana 

perimbangan termasuk dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi 

khusus yang mencakup sumber daya serta penerimaan pajak. Dana perimbangan 

ialah dana pendapatan dan pengeluaran yang diterima dari bantuan dana anggaran 

pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diberikan untuk suatu wilayah guna 
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mencukupi permintaan daerah tersebut untuk menjalankan desentralisasi. Tujuan 

diberikannya dana ini yaitu untuk menolong suatu daerah dalam mendanai 

pembangunannya (Pratami & Dwirandra, 2017). 

Semua daerah mempunyai pendapatan tersendiri dari wilayahnya yakni 

pendapatan asli daerah yang memiliki sudut pandang dalam kemajuan realisasi 

otonomi daerah. Tetapi, sering terjadi adanya indikasi ilusi fiskal (Fiscal Illusion) 

dikarenakan pemerintah daerah menerima bantuan dana perimbangan lebih besar 

atau lebih mendominasi daripada nilai pendapatan asli daerah yang dihasilkan oleh 

daerah tersebut (Gunanto & Afifah, 2021). 

Amilcare Puviani adalah orang yang pertama kali mengemukakan teori ilusi 

fiskal. Ilusi fiskal digambarkan terjadi pada saat pihak yang memiliki kewenangan 

membuat keputusan dalam suatu institusi atau lembaga yang membuat ilusi atau 

rekayasa dalam penyusunan keuangan, sehingga dapat menjuruskan pihak lain 

dalam menilai dan mengambil tindakan tertentu (Dyahningtyas et al., 2019). 

Menurut Ndadari dan Adi (2008), terdapat bukti adanya respons asimetris terhadap 

bantuan, dalam bentuk bantuan seperti dana transfer yang berguna untuk 

meningkatkan belanja daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah. 

Ndadari dan Adi (2008) menyatakan bahwa adanya dana transfer dari 

pemerintah pusat akan mempengaruhi tingkat pengeluaran pemerintah kabupaten 

atau kota dan jika pemerintah daerah menerima dana transfer dari pemerintah pusat, 

dana tersebut akan digunakan tanpa adanya upaya peningkatan PAD di masing-

masing daerah. Menurut Adi dan Ekaristi (2009), ilusi fiskal dapat diukur dengan 
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dua cara yakni dengan pengukuran pendapatan (Revenue Enhancement) dan 

manipulasi belanja (Expenditure Manipulation).  

Asumsi yang didasarkan pada pengukuran pendapatan (Revenue Enhancement) 

yakni bahwa unsur penerimaan berhubungan positif dengan belanja. Menurut Adi 

dan Ekaristi (2009) belanja daerah pada hakikatnya adalah fungsi dari pendapatan 

daerah. Belanja yakni variabel dependen dan besarnya tergantung menurut sumber 

pendanaan daerah, pendanaan tersebut dapat berasal dari pendapatan sendiri 

ataupun transfer dari pemerintah pusat. Maka, apabila adanya hubungan yang 

negatif antara pendapatan dan belanja pada saat pengukurannya, maka terjadi ilusi 

fiskal.  

Sementara, jika diukur menggunakan manipulasi belanja (Expenditure 

Manipulation), ilusi fiskal dapat dideteksi dengan mempertimbangkan fungsi setiap 

faktor penerimaan terhadap pertumbuhan anggaran. Unsur pengeluaran belanja 

dicurangi atau dimanipulasi agar asumsinya tetap sama (Ceteris Paribus) sesuai 

dengan tingkat pendapatan daerah itu sendiri. Jadi, semakin tinggi pendapatan 

daerah, seharusnya semakin tinggi juga pendapatan asli daerah (PAD) (Dude et al. 

2014). 

Secara garis besar, ilusi fiskal terjadi ketika pemerintah daerah merespons 

belanja daerah lebih banyak menggunakan dana perimbangan dibandingkan 

pendapatan asli daerah (PAD). Akibatnya, terdapat beberapa komponen dana 

perimbangan yang digunakan dalam penelitian ini yakni dana alokasi umum (DAU) 

dan dana bagi hasil (DBH), sementara retribusi daerah merupakan komponen 
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pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh dari lima provinsi yang ada di 

Sumatera Bagian Selatan. 

Sumatera Bagian Selatan di awal pembentukannya memiliki wilayah kekuasaan 

yang terdiri dari lima wilayah yakni, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi, dan Provinsi Sumatera 

Selatan. Seiring berjalannya waktu kelima wilayah tersebut membentuk provinsi 

tersendiri. Sumatera Bagian Selatan ini memiliki kekayaan dan sumber daya alam 

yang memadai dan memiliki lokasi strategis sehingga perekonomiannya tumbuh 

sangat pesat. Setelah berpisah dan mendirikan provinsi masing-masing, kelima 

provinsi di Wilayah Sumatera Bagian Selatan ini harus melaksanakan otonomi 

daerahnya masing-masing. Dalam menghitung deteksi ilusi fiskal terdapat beberapa 

komponen dari dana perimbangan dan pendapatan asli daerah. 

Komponen pertama dari dana perimbangan adalah dana alokasi umum (DAU). 

DAU dapat digambarkan sebagai bantuan dana transfer atau dana perimbangan 

yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka 

mengatasi kemampuan keuangannya untuk mengurangi kesenjangan fiskal di 

banyak daerah, namun tetap memperhatikan kebutuhan dan potensi daerah 

(Swandewi, 2014). Menurut Junaidi (2012) menjelaskan bahwa belanja pemerintah 

daerah di Indonesia, secara empiris terbukti jika bereaksi berlebihan terhadap 

peningkatan DAU dibandingkan dengan peningkatan PAD khususnya dari pajak 

daerah. 

Sebagai penerima DAU, Pemerintah daerah memberikan reaksi secara asimetris 

terhadap kenaikan nilai DAU yang diterimanya, jika DAU meningkat dibandingkan 
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tahun-tahun sebelumnya, maka pemerintah daerah didorong untuk menggunakan 

belanja daerah lebih tinggi dari peningkatan DAU. Hal ini selaras dengan penelitian 

Anggraeni & Suhardjo (2010) dan Masdjojo & Sukartono (2009) bahwa kenaikan 

DAU diikuti oleh peningkatan yang lebih tinggi atau signifikan pada belanja 

daerah. Perkembangan dana alokasi umum di Wilayah Sumatera Bagian Selatan 

dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 1.1: 

 

Sumber: BPS (2020), diolah 

Gambar   1.1   Perkembangan   Dana   Alokasi   Umum   di   Wilayah   Sumatera  

                        Bagian   Selatan   Tahun   2018-2020 

 

Gambar 1.1 menjelaskan keadaan dana alokasi umum pada tiga tahun terakhir 

di Wilayah Sumatera Bagian Selatan yang mengalami perkembangan yang 

fluktuatif dimana pada tahun 2020 semua provinsi yang berada di Wilayah 

Sumatera Bagian Selatan mengalami penurunan. Penurunan paling tinggi berada di 

tiga provinsi yaitu Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka 

Belitung yang turun sebesar 10 persen di tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi 

Covid-19 yang melanda Indonesia, sehingga terjadi penurunan di berbagai sektor 

ekonomi yang mengalami dampaknya. 
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Berbeda dengan DAU, komponen berikutnya adalah dana bagi hasil (DBH). 

Menurut Mulyati & Yusriadi (2017) menyebutkan bahwa DBH ialah salah satu 

modal dan sumber penerimaan daerah yang cukup potensial bagi pemerintah daerah 

dalam mencukupi belanja daerah dan menghimpun dana pembangunan selain yang 

bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana 

alokasi khusus (DAK). Selaras dengan penelitian Anggraeni & Suhardjo (2010), 

menyatakan bahwa DBH berpengaruh positif secara simultan dan parsial terhadap 

belanja daerah. Perkembangan dana bagi hasil di Wilayah Sumatera Bagian Selatan 

dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 1.2: 

 

Sumber: BPS (2020), diolah 

Gambar  1.2  Perkembangan  Dana  Bagi  Hasil  di  Wilayah  Sumatera  Bagian 

                       Selatan  Tahun  2018-2020 

 

Pada Gambar 1.2, perkembangan dana bagi hasil di Wilayah Sumatera Bagian 

Selatan sama seperti dana alokasi umum yang mengalami penurunan yang 

fluktuatif. Provinsi Sumatera Selatan adalah provinsi yang banyak disokong oleh  

dana bagi hasil (dana transfer pemerintah), sedangkan provinsi yang paling sedikit 

disokong oleh dana bagi hasil yakni Provinsi Bengkulu. Penurunan paling tinggi 

terjadi di Provinsi Bengkulu sebesar 30,3 persen dan Provinsi Lampung sebesar 35 
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persen pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 terjadi di Provinsi Bangka 

Belitung sebesar 42,7 persen. 

Komponen selanjutnya berasal dari PAD yakni retribusi daerah. Retribusi 

daerah ialah pungutan yang diambil di suatu daerah yang digunakan untuk 

membayar jasa ataupun memberikan persetujuan/izin tertentu, dan dikeluarkan oleh 

pemerintah daerah yang khusus guna keperluan orang pribadi dan badan 

usaha/pengusaha (Asih & Irawan, 2018). Retribusi daerah dan pajak daerah 

memiliki karakteristik yang hampir sama sebagai sumber pendapatan daerah. 

Menurut teori Peacock dan Wiseman, menyatakan bahwa adanya hubungan 

antara total retribusi daerah dengan pengeluaran. Pada kenyataannya retribusi 

daerah memiliki hubungan positif dengan belanja daerah, jika retribusi daerah 

mengalami kenaikan, maka belanja daerah juga akan mengalami kenaikan. Disisi 

lain, jika retribusi daerah menurun maka belanja daerah juga akan menurun 

(Mardiasmo, 2002). Perkembangan retribusi daerah di Wilayah Sumatera Bagian 

Selatan dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 1.3: 

 

Sumber: BPS (2020), diolah 

Gambar    1.3    Perkembangan    Retribusi    Daerah    di    Wilayah    Sumatera   

                          Bagian   Selatan   Tahun   2018-2020 
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Pada Gambar 1.3, perkembangan retribusi daerah di Wilayah Sumatera Bagian 

Selatan rata-rata mengalami penurunan setiap tahunnya, tetapi Provinsi Lampung 

mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir sebesar 54,3 persen pada tahun 

2020. Penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2020 di Provinsi Bangka Belitung 

sebesar 25,4 persen, Provinsi Sumatera Selatan sebesar 31,4 persen, Provinsi 

Bengkulu sebesar 35,5 persen dan Provinsi Jambi sebesar 56,3 persen. 

Disamping itu, juga terdapat pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk 

meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB) secara berkesinambungan. 

Peningkatan atau penurunan PDRB suatu daerah dapat menunjukkan peningkatan 

atau penurunan proses produksi barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah 

tertentu (Rahman et al. 2016). Hal ini akan memungkinkan suatu daerah untuk 

menggunakan berbagai potensi daerah lebih efisien dalam mengutamakan 

pelayanan publik.  

Secara teori, semakin tinggi PDRB, maka semakin tinggi pula pendapatan 

daerah. Semakin tinggi pendapatan daerah, maka semakin tinggi pula alokasi 

pengeluaran atau belanja oleh pemerintah pusat. Hal ini berdampak pada 

peningkatan kepentingan pelayanan umum dan peningkatan potensi daerah yang 

berbeda-beda (Mardiasmo, 2002). Perkembangan produk domestik regional bruto 

di Wilayah Sumatera Bagian Selatan dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada 

Gambar 1.4: 
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Sumber: BPS (2020), diolah 

Gambar 1.4 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto di Wilayah    

                       Sumatera Bagian Selatan Tahun 2018-2020 

 

Perkembangan PDRB pada Gambar 1.4 mengalami penurunan yang fluktuatif. 

Pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup tinggi di dua provinsi yakni Provinsi 

Lampung sebesar 1,7 persen dan Provinsi Bangka Belitung sebesar 2,3 persen. 

Kelima variabel tersebut dapat diukur untuk mendeteksi ilusi fiskal di daerah 

Sumatera Bagian Selatan. Berikut ini perkembangan belanja daerah di Wilayah 

Sumatera Bagian Selatan dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 1.5: 

Sumber: BPS (2020), diolah 

Gambar  1.5  Perkembangan  Belanja  Daerah  di  Wilayah  Sumatera  Bagian 

                       Selatan Tahun 2018-2020 
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Gambar 1.5 menjelaskan mengenai perkembangan belanja daerah di Wilayah 

Sumatera Bagian Selatan dari tahun 2018-2020 mengalami perkembangan yang 

fluktuatif. Sumatera Selatan ternyata mempunyai nilai belanja daerah paling tinggi 

diantara provinsi yang lain. Hal ini dikarenakan provinsi yang telah lama berdiri, 

sedangkan provinsi yang mempunyai nilai belanja daerah yang paling rendah 

adalah Provinsi Bangka Belitung.  

Kelima provinsi ini rata-rata mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir 

ini. Namun, pada tahun 2020 ada tiga provinsi yang mengalami penurunan yang 

cukup signifikan yakni Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi dan Provinsi Bangka 

Belitung. Bengkulu turun sebesar 13,5 persen dari tahun 2019, Jambi turun 8,2 

persen dari tahun 2019 dan Bangka Belitung turun sebesar 7,2 persen dari tahun 

2019. Penurunan yang terjadi di ketiga provinsi ini dikarenakan terjadinya pandemi 

Covid-19 yang melanda Indonesia, sehingga berbagai sektor mengalami 

dampaknya. Perkembangan pendapatan asli daerah (PAD) di Wilayah Sumatera 

Bagian Selatan dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 1.6: 

 

Sumber: BPS (2020), diolah  

Gambar  1.6  Perkembangan  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Wilayah  Sumatera 

                       Bagian Selatan Tahun 2018-2020 
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Pada Gambar 1.6 menjelaskan pada setiap tahunnya, provinsi di Wilayah 

Sumatera Bagian Selatan mengalami penurunan PAD. Hal ini menandakan bahwa 

terdapat daerah yang mengalami kinerja yang menurun dalam pengumpulan 

pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini terlihat dari penurunan nilai PAD selama 3 

tahun terakhir. Penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2020 di Bangka Belitung 

yang turun sebesar 17,4 persen, Bengkulu sebesar 13,8 persen dan Jambi sebesar 7 

persen.  

Pada tahun 2018 sampai dengan 2020 tingkat penurunan PAD lebih besar 

daripada tingkat penurunan belanja daerah. Secara teori, hubungan yang sehat itu 

dimana PAD meningkat, belanja daerah juga meningkat. Sebaliknya, jika PAD 

menurun maka belanja daerah juga ikut menurun. Terlihat pada gambar 1.5 dan 1.6 

jika nilai PAD yang menurun, tetapi nilai belanja daerah tetap meningkat. Hal ini 

menandakan adanya hubungan yang asimetris antara PAD dan belanja daerah. 

Melihat PAD yang menurun, secara otomatis mempengaruhi pemerintah daerah 

untuk menggunakan lebih banyak dana perimbangan ketimbang pendapatan asli 

daerah untuk mendukung belanja daerah di Wilayah Sumatera Bagian Selatan.  

Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian Ilmiyyah et al. (2020) yang 

menyatakan bahwa terdapat ilusi fiskal yang terdeteksi di kabupaten/kota Provinsi 

Sumatera Selatan di periode 2012-2018 melalui pendekatan manipulasi belanja. 

Selain itu, hasilnya juga menunjukkan bahwa semua variabel dalam pendekatan 

manipulasi belanja mempengaruhi dan mampu menjelaskan adanya ilusi fiskal.  

Sesuai dengan penjelasan tersebut, maka untuk mengindikasi sikap 

bertentangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pemberian dana 
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transfer atau dana perimbangan yang telah dianggarkan pemerintah pusat, hal ini 

berdampak pada upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli 

daerah (PAD) melalui belanja sebagai suatu hipotesis yang memerlukan bukti 

empiris. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang 

Fiscal Illusion, yang berjudul “Analisis Fiscal Illusion Pada Kinerja Keuangan 

Daerah Pemerintah Provinsi di Wilayah Sumatera Bagian Selatan Tahun 2010-

2020”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1) Bagaimana kinerja keuangan daerah pemerintah provinsi di Wilayah 

Sumatera Bagian Selatan? 

2) Bagaimana pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB), retribusi 

daerah, dana bagi hasil (DBH), dan dana alokasi umum (DAU) terhadap 

belanja daerah? 

3) Apakah terjadi indikasi fiscal illusion dalam suatu kinerja keuangan daerah 

pemerintah provinsi di Wilayah Sumatera Bagian Selatan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1) Mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan daerah pemerintah provinsi 

di Wilayah Sumatera Bagian Selatan. 

2) Mengetahui dan menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto 

(PDRB), retribusi daerah, dana bagi hasil (DBH), dan dana alokasi umum 

(DAU) terhadap belanja daerah. 
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3) Mengetahui dan menganalisis indikasi terjadinya fiscal illusion dalam suatu 

kinerja keuangan daerah pemerintah provinsi di Wilayah Sumatera Bagian 

Selatan.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Penelitian ini memberikan beberapa manfaat, yakni:  

1. Berfungsi dalam meningkatkan pengetahuan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dalam ilmu ekonomi yang mengelola keuangan daerah, 

khususnya mengenai teori-teori tentang fiscal illusion. 

2. Berguna untuk menambah wawasan jika terjadi indikasi fiscal illusion 

pada kinerja keuangan daerah di daerah yang diteliti. 

3. Menambah referensi di lingkungan akademis. 

 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini memberikan beberapa manfaat, yakni: 

1. Berguna memberikan masukan berupa informasi untuk pemerintah 

daerah dalam mengatur keterkaitan pemerintah daerah dengan 

pemerintah pusat khususnya dalam memberikan bantuan dana transfer. 

2. Berguna untuk menjadi bahan pembelajaran dalam ilmu ekonomi. 

3. Menjadi sebuah referensi yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya. 
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